
PERATURliN \NALIKOY'A SURAKARTA 
NOMOR 2 T'A~UP~ 2010 

TENTANG 

PEDOMAN PEMBERIAN KETERANGAN BELAJAR, IZ IPI  BELAJAR, 
KETERANGAN PENDIDIKAN, KETERANGAN GELAR AKAIIEMIK 

DAN SEBUTAN PROFESI, UJIAN KENAIKAN PANGKAT 
PENYESUAIAN IJAZAti DAN KENAIt<P,N PANGKAT PENYESUAIAN 

IJAZAH BAG1 PEGAWAI NEGERI S IP IL  DAERAH 

WAL.1 KOTA SLI RAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pelaksanaan manajemen 
kepegawaian yang terencana, t e r ~ k u r  cian tet-l:ib 
administrasi serta sebagai upaya meningkatkan 
standar kompetensi Pegawai IVecjeri Sipil Daera h 
Kota Surakarta p e r l ~ ~  dengan segera mengatur 
ketentl~an Pemberian Keterangan Belajar, Izin 
Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Gelar 
Akademik Dan Sebutan Profesi, Ujian Kenaikan 
Pangkat Penyesuaian Ijazah Dan Kenaikari Par~gkat 
Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil 
Daera h; 

h. b a h m  berdasarkan pettimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu rr:?netapkan 
Peraturan Wali kota tentang Pemberian Keterangan 
Belajar, Izin Belajar, Keterangan Pendidi kan, 
Keterangan Gelar Akaderl-~ik Dan Sebuta,~ Profesi, 
Ujian Kenaikan Pangkat Fenyesuaian Ijazah D3n 
Kenaikzn Pangkat Penyes~~aian Ijazsh Bagi Pegawai 
Negeri Sipil Daerah; 

lvlengi~igat : I .  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar Dalam 
Ling kungan Propinsi Jawd Timur, Jawa Tenga h, 
Jawa Barat: dan Daera h Istimewa Yogya karta (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 

2. Undang-Undaog Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3041) sebagaimana telah diubali dengan 
Undang-Undang Nonior 43 Ta hun ,1999 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang IVomcr 8 Tahun 
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran 
blegara Fiepublik Irtdonesia Taliur, 1999 Nomor 169, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
IVomor 3890); 



3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional (Lenibaran Negara 
Rep~~blik Indonesia Tahun 2003 Nornor 78, 
Tambahan Lembaran Neyara Republi k Indonesia 
Nomor 4301); 

4. Undang-Undang IVomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Perat~~ran Perundang-ilndangan 
(Lem baran Negara Republi k Ir,donesia Tahun 2001 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Neyara Republik 
Indonesia T a h ~ ~ n  2004 Nonior 125, l'ambahan 
Lembaran Negara Republi k Indone~ia Non lor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubat- terakhir 
dengan Llndang-Undang Nomor I: Tat-12n 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
IVomor 32 Tahun 2004 tentang Perr~erintahan 
Daerah (Lembarzn Negara Republik Indonesia 
T a h ~ ~ n  2008 Nomor 59, Tambahan Lembarilr: Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang IVomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Penierin1:ah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembararl Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nom31 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik l~donesia 
Nomor 4138); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 
tentang Formasi Pegawai IVegeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nonior 194, 
Tambahan Lembaran IVegara Republik Indonesia 
Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dellgan 
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tatlun 2003 
tentang Perubahan Atas Peraturan F'emerintah 
Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegzwai 
Negeri Sipil (Lembaran IVegara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nonior 4332); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tanin 2000 
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 
(Leni baran Negara Republik Indonesia Ta hun 2000 
Nomor 196, Tambahan Lembdran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah 
dengan Perat~~ran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 
tentang Perubahan Atas Peraturari I'emerintah 
Nomor 9S Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nornor 32, Tambahan 
Len- bara an Negara Republik Indonesia Nonior 4193); 



9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahcln 2000 
tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai 
Negeri Sipil (Lenibaran Negara Republik Indonesia 
Tahu~i  2000 Nomor 198, Tambahan Lernbaran 
Negara Republi k Indonesia Nornor 4019); 

10.Peraturan Penierintali Nonior 9 Tahiln 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pen7indah;ln dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (1-embaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4263) sebagaimana telah diu bah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Taht~n 2009 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pemintiahan dan Pemberhentian 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 

11.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengclndangan dan Penyel~arluasan 
Pcrc?tu~-an Perundang-undang;~~~; 

12.Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 
2008 tentar,g Penvelenggaraan Urusar, Perner~ntah 
Yang Menjadi Kewznangan Pemerintah Daerah 
(Levbaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 
Nonior 4); 

13.Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 
2008 tentang Orgar~isasi dan 1-ata Kerja F'erangkat 
Daera h Kota Sura karta (Lem barsn Dael-ah Kota 
Surakarta Tahun 2008 Nor,ior 6); 

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Badan Kepegawsian Negara 
Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor (39 Tahun 
2000 terltang Kenaikan Parlgkat Pegawai Nf?geri Sipil 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Penierintali r"orn9r 12 Tahun 2002; 

2. Perat~~ran Kepala Baddn Kepegawaian IVegara Nomor 
30 Tahun 2007 tanggal 27 Agustus 2007' tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai 
IVegeri Sipil; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG F'EDOMAN 
PEMBERIAN KETERANGAN BELAJAR, IZIN BELAJAR, 
KETERANGAN PENDIDIKAN, KETERANGAN GELAR 
AKADEMIK DAN SEBUTAN PROFESI, UJIAN KIENAIKAN 
PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN U,ENAIKAN 
PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAG1 PEGAWAI 
NEGERI SIPIL DAERAH 



BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Perat~~ran ini yang dirnaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Surakarta. 

2. Walikota adalah Walikota Surakarta. 

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerab sebagai 
Llnsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4. Pejabat Berwenang adalah pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah 
yang diberi delegasi wewenang oleh Walikota untuk rnelakcanakan 
kegiatan dan atau menetapkar! keputusan atau surat lainnya di bidang 
Icepegawaian. 

5. Kcpala Satuan Kel-ja Pera~igkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Ker2a Perangkat Daerah di 
lingkungan Pemerintah Kota Surakarta. 

6. Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil yang seklnjutnya 
disingkat CPNS/PIVS adalah CPNS/PNS Daerah. 

7. Lembaga Pendidikan Tertentu adalah lembaga pendidikan yarig telah 
memiliki izin penyelenggaraan dan atau tclsh terakreditasi. 

8. Keterangan Sedang Mengikdti Pendidikan Lebih Tingqi yang 
selanjutnya disebut Keterangan Belajar, adalah keterangan dari 
Wal~kota atau Pejabat Berwenang kepada CPNSD, yanq ketika 
diangkat sebagai CPNSD, sedmg merrgikuti atau menjalani p~ndidikan 
yang lebih tinygi dari pendidikan yang digunakan sebag3i dasar 
pengangkatan CPNSD. 

9. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat 
Berwenang kepada PNSD, yang memenuh; syarat untuk rnengilcuti 
pendidikan pada suatu lembaya pendidikan tertentu. 

10. Keterangan Gelar Akademik dan Sebutan Profesi adalah ke:terangan 
yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat Berwenang kepada PNSD, 
yang telah memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah dari 
lenlbaga pcndidikan tertentu untuk menggunakan gelar akad2mik dan 
Sebutan Profesi pada semua urusan dinas atau pada semua tata 
naskah surat resmi pemerintah. 

11.Kete1-angan Telah Memiliki Pendidikan Lebih Tinggi yang st.lanjutrlya 
d i s ~ i , ~ ,  Lzterarrgan Pendidikan adalah keterangan dar-i Ulalikota atau 
Pejabat Berwenang kepada PNSD, yarrg memiliki pendic'ikan lebih 
ting3i dari pendidikan yang digunakan sebagai dasar pengangkatan 
sebayai CPNSD dan pendidikan tersebut diperoleh sebelurrl diarlgkat 
sebagai CPNSD. 

12.Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah Kenaikan Pangkat Pilituan 
yang diberikan kepada PNSD yang memperoleh S ~ ~ r a t  Tar~da Tamat 
Belajar/Ijazah dari lembaga pendidikan tertentu dan telali memenuhi 
syarat kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah. 



! 3. Formasi PNSD yang selanjutnya disebut formasi adalah jumlah dan 
susunan pangkat PNSD yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah untuk 
melaksanakan tugas pokok dan f~rngsi dalani satuan kerja peranglcat 
daerah untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Walikota. 

14.Uji kompetensi adalah ujian yang dilaksanakan untuk menguji dan 
mengetahui kompetensi PNSD yang telah lulus pendidikan sesuai 
dengan latar belakang pendidikan atau Surat Tanda Tamat 
Belajar/Ijazah yang dimiliki dengan kebutuhan kompetensi dalan~ 
pelaksanaan tugas kedinasan yang dilaksanakan. 

15. Layanan Administrasi Kepegaldaian adalah pelayanan yang diberikan 
kepada PNSD karena adanya peningkatan perdidikan seperti 
pem berian keterangan belajar, keterangan gelar a kademilc dan 
sebutan profesi, ujian kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah dan 
kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah. 

16. Gelar Akademik adala h gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan 
tinggi yang menyelenggaraan pendidikan akademik. 

17. Sebutan profesi adalah sebutan yang diberi kan kepadij lulusan 
perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesictnal. 

BAB I1 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Peraturan Walikota i r~ i  diniaksudkan u~ i tuk  mengatur dan memberikan 
kepastian proses administrasi dalam pernberian keterangan bc,lajar, izin 
belajar, keterangan pendidikan, keterangan gelar akadernik dan sebutan 
profesi, ujian kenaikan pangkat ~enyesuai3n Ijazah dan kenaikai pangkat 
penyesuaian Ijazah bagi PNSD. 

Pasal 3 

T'ujuan dari Peraturan Walikota ini adalah untuk menciptakan standarisasi 
kompetensi PNSD dan mewujudkan tata kelol? manajen,en ke~tegawaian 
yang terencana, terukur serta tertib administrasi di lingkungan P12merintah 
Oaerali. 

BAB I11 
KETERANGAN BELAJAR DAN IZIN BELAJAR 

Baqian Kesatu 
Keterangan Belajar 

Pasal 4 

(1) CPPISD ketika diarigkat sedang mengikuti pendidik?n lebih tinggi da;-i 
perldidikan yang digunakan sebagai dasar pengangkatan CPNSD 
wajib memiliki Keterangan Belajar. 

(2) Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (I), diberikan 
setingkat lebih tinggi dari pendidikan yang tercantum dalam 
Keputusan Pengangkatan. 



(3) Keterarigarl Belajar ditetapkan oleh VValikata atau Pejabat 
Berwenang. 

(4) CPNSD yang tidak memiliki Keterangan Belaj3r set;agaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak mendapi~t iayanan administrasi 
kepegawaian. 

Pasal 5 

Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat 
di berikan dengan ketentuan: 
a. wajib melaporkan 9endidikan yang sedang diil:uti dan mengajukarl 

permohonar~ penerbitan Keterangan Belajar; 
b. pendidikan dilaksana kan diluar jam kerja dan v ~ a k t ~ l  pela k, 

pendidikan dengan jarak tempuh ternpat perididikdn dapat 
dijangkau; 

c. tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas 
kedinasan; 

d, biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh CPKSII yang 
bersangkutan; 

e. perldidikan yang diikuti diselenggarakan ole3 lembaga perldidikan 
yang telah terakreditasi atau mernpunyai izin penyelen1)garaan 
dari pejabat yang berwenang; clan 

f. pendidikan yang diikuti bukan merupakan kelas paralel atau 
penyelenggaraan pendidikan jarak jauh dari Lembaga Perididikan 
tertenti~ kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perunrlang- 
undangan. 

(2) Perrnohonan Keterangan Belajar yang tidak mernenuhi ketentuan 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) tidak dapat disetr.~jui. 

Pasal 6 

i 1.) Perrnohonan Keterangan Belajar diajukan oleh CPNSD kepada 
Walikota mela l~~i  Eepala SKPD. 

( 2 )  Kepala SKPD mengusulkan permohonan Keterangan Belajar kepada 
Walikota melalui Kepala Badm Kepegawaian Daerah. 

( 3 )  Setiap permohonan Keter'ailgan Belajar melampirkan persyaratan 
sebagai berikut: 
a.  surat permohonan penerbitarl Keterangan Helajar dari CPhSD; 
b. surat keterangan dari Lernbaga Pendidikan yanq me,lerangkan 

status CPNSD masih nieqjadi siswa atau mahasisfla; 
c. surat keterangan dari Lembaga Pendidikan yang menerangkan 

status akreditasi darl atau izin penyelenggaraan pendidikan; 
, d.jadual pelajaran / kegiatan pembelajaran pendidikat yang 

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; dan 
e. copy SK Pengangkatan sebzgai CPNSD yang telah dikgalisir oleh 

Kepala SI<PD. 

(4) Bentuk tata naskah persyaratan sebagaimana di;naksud patla ayai 
(3), terca111:urn dalam Lampiran yang merupakan bagian yaig tidak 
terpisahkan dalam Peraturan ini. 



Bagian Kedua 
Izin Belajar 

Pasal 7 

(1) PNSD yang akan mengikuti dan atau meningkatkan jenjang 
pendidikan pada lembaga pendidikan tertentu wajib memiliki izin 
belajar. 

(2) Izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara 
dan atau se,tingkat lebih tinggi dari pendidikan yang tercantum d3lam 
Keputusan Pengangkatan Sebagai PNSD atau Keputl~san Kenaikan 
Pangkat terakhir atau Keterangan Gelar Akademik dan Sebutar~ 
Profesi yang dimiliki. 

(3) Izin Belajar ditetapkar, oleh Walikota atau Pejabat Berwenang. 

(4) PNSD 'yang tidak memiliki Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak mendapat layanan administrasi kepegawaian. 

Pasal 8 

(1) Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diberikan 
dengan keterituan: 
a. permohonan izin belajar diajukan paling larnbat 6 (enan~) bulan 

seja k PNSD yang bersang kutan dinyata kan diterinia sebagai 
siswa/ma hasiswa; 

b. pendidikan dilaltsanakan diluar jam kerja dan waktu pelaltsariaan 
pendidikan dengan jaralt tempuh tempat pendidikan dapat 
terjang kau; 

c. tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas-tugar 
kedinasan; 

d. biaya pendidikan ditanygung sepenuhr~ya oleh PNISD yang 
bersangkutan; 

e. pendidikan yang diikuti menunjang pelaksanaan  tug;^ pokok 
PNSD yang bersangkutan; 

f. Itegiatan pendidikan yang diikuti diselenggarakan oleh lcmbaga 
pendidikan yang telah terakreditasi atau mempuriyai izin 
penyelenggaraan dari pcjabat yang berwenang; dan 

g. pendidikan yang diikuti bukan merupakan kelas paralel atau 
penyelenggaraan pendidikan jaralc jauh dari Lembaga P~mdidikan 
tertentu kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang- 
undar~gan. 

(2) Permohonan Izin Belajar yang tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( I )  tidak dapat disetului. 

Pasal 9 

Selain ketlen.tuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, permohonan 
Izin Belajar harus memenuhi kepangkatari dan masa kerj;~ sebngai 
beriltut: 
a. C:pl(ol? h Lanjutar) Ting kat Pertama atau yang seder-ajat, paling 

rendat-~ berpangkat J l ~ r u  IY l~da, Golongan ruang I/a; 



b. Sekolai-\ Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang sederajat, 
paling rendah berpangkat Juru Muda Tingkat I, Golongan Ruang 
I/b; 

c. Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Diploma I1 a'tau yang 
sederajat, paling rendah berparlgkat F'enyatur Muda, Golongan 
Ruang II/a; 

d. Sarjana Muda, Akademi, Diploma I11 atau yang sederajat, paling 
rendah berpangkat Pengatur Muda, Golongan Ruanq II/a dan 
sekurang-kurangnya telah 2 (dua) ta hun dalam pangka: tersebut; 

e. Sarjana (Sl), Diploma IV atau yang sederajat, paling rendah 
berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang I I /b dan 
sekurang-kurangnya tela h 2 (dua) tahun dalam pang kat tersebut; 

f. Dokter, Apoteker atau yang sederajat, paling renda h berpang kat 
Pengatur, Golongan Ruang II/c dan sekurany-kurangnya tela h 3 
(tiga) tahun dalam pangkat terakhir; 

g. Magister (S2), Spesialis I atau yang sederajat, paliny rendah 
berpangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a; 

h. Doktor (S3), Spesialis I1  atau yang sederajat, paling rendah 
berpang kat penata Mud3 Ting kat I, Golongan Ruang III/b. 

Pasal 10 

(1.) Permohonan Izin Belajar diajt~kan oleh PNSD kepada Walikclta rnelalui 
Kepala SKPD 

(2) Kepala SKPD mengusul kan permohonan Izin Belajar kepad;~ Wali kota 
melalui Kepala Uadan Kepegawaian Daerah. 

(3) Setiap permohonan Izin Belajar melampirkan persyarata? sebagai 
beri kut: 
a. surat permohonan izin belajar dari PNSD; 
b. uraian tugas jabatanltugas pokok dar~ PNSD yang ba-sangkutan; 
c. surat keteranyan dari Lembaga Pendidikan yang me~lerangkan 

status PNSD telah diterima sebagai siswa atau mahasis\i/a; 
d. surat keterangan dari Lembaga Pendidikan yang rneiierangkan 

status akreditasi dan atau izin penyelenygaraan pcndid~l<an; 
e. jadual pelajaran / kegiatan pembelajaran pendid~kan yang 

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; dan 
f. copy Keputusan Pengangkatai Sebagai PNSD atau Keputusan 

Kenaikan Pangkat terdkhir atau Letel-angan Gelar Akaderr~ik dali 
Sebutan Profesi yang telah dileyalisir oleh Kepala SKPD. 

(4) Bentuk tata naskah persyaratan sebagainiana dimaltsud pada ayat 
( 3 ) ,  tercantuni dalam Lampiran yang rnerupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dalam Peraturan ini. 

BAB IV 
KErERANGAbI GELAR AKADEIYIK DAN SEBUTAN PROFESI, ~LTIERANGAN 

PENDIDIKAN 

Bagian Kesatu 
Keterangan Gelar Akademilt dan Sebutan Profesi 

Pasal 11 



(1) PlUSD yang telah menyelesaikan pendidikan serta memperoileh Surat 
Tanda Tamat Belajar / Ijaz3h diberikan Keterangan Gelar Akademik 
dan Sebutan Profesi dari Walikota atau Pejabat Berv~enang. 

(2) PlUSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan 
Gelar Akademik dan Sebutari Profesi sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan, 

(3) PNSD yang tidak mem~liki Keterangan Gelar Akadernik dan Sebutan 
Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat 
menggunakan Gelar Akademik dan Sebutan Profesi pada semua 
urusan dinas dan tata naskah surat resnii pemerintali serta tidak 
mendapat layanan administrasi kepegawaian. 

Pasal 12. 

(1) Keterangan Gelar Akademik dan Sebl~tan Profesi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 diberikan dengan ketentuan: 
a. telah dinyatakan lulus dan memperclleh Surat Tanda Tdrnat 

Belajar / Ijazah dari Lembaga Pendidikan yang diikutinya; dan 
b. memiliki Keterangan Belajar atau Izin Belajar. 

(2) Permohonan Keterangan Gelar Akademik dan Sebutan Profesi yang 
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dirr~aksud pada ayat (1) 
tidak dapat disetujui. 

Pasal 13 

(1) Permohonan Keterangan Gelar Akademik dan Sebutan Profesi 
diajukan oleh PNSD kepada Walikota melalui Kepala SKPD. 

(2) Kepala SKPD mengusulkan permoho~ian Keterangan Gelar Akademik 
dan Sebutan Profesi kepada Walikota melalui Kepal2 Badan 
Kepegawaian Daerah. 

(3: Permohonan Keterangan Gelar Akadernik dan Sebutali Profesi 
melampirkan persyaratan yang telah dilegalisir ~ l e h  pejabat 
berwenang kecuali persyaratan asli, sebagai berikut: 
a. surat permohonan penerbitan Keterangan Gelar Akad3mik dan 

Seb~ltan Profesi dari PNSD; 
b. copy STTB atau Ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang 

berwenang; 
c. copy transkrip nilai akademik yang telah dilegalisir olen pejabat 

yang berwenang; 
d. copy Surat Izin Belajar atau Surat Yeterangan Belajar; 
e. copy Surat Tand3 Lulus Uji kompetensi bagi yany cliwajlbkan 

mengikuti uji kompetensi; 
f. copy Kep~ltusan Kenalkan Pangkat Terakhir dan atau Keputusan 

Pengangkatan sebagai PNSD. 

(4) Bentuk tata naskah persyaratan sebagaimana dirnaksud psda ayat 
(3), tercantum dalam Lampiran yang met ~ p a k a n  bagian yarlg tidak 
terpisahkan dalam peraturan ini. 



Pasal 14 
J 

8 (1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimar~a dimaksud dalarn 
7 Pasal 12 permohonan Keterangan Gelar Akademik dan Sebutan 

Profesi harus memenuhi syarat sebagai berikut : 
a. Bagi Pendidikan Sajana, Diploma IV atau yang sederajat wajib 

Mempunyai Standar Nilai Akademik sekurang kurangnya 
memuaskan (IPK 2,00 - 2,75) dari lembaga pendidikan yang 
terakreditasi B keatas atau sekurang kl~rangnya sangat 
memuaskan (IPK 2/76 - 3/00) dari lembaga pendidikan yang 
terakreditasi C kebawa h; 

b. Bagi pendidikan Dokter, Apoteker, Magister (S2), Spesialic; I atau 
yang sederajat wajib Mempunyai Standar Nilai Akademik sekurang 
kurangnya memuaskan (IPK 2,75 - 3,40) dari lembaga pt?ndidikan 
yang terakreditasi B keatas atau sekurang katangnya sangat 
memuaskan (IPK 3,41 - 3/70) dari lembagz pendidikan yang 
terakreditasi C kebawah. 

(2) Permohonan Keterangan Gelar Akademik dan Sebutan Profesi yang 
tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d3n 
atau lembaga pendidikan yang dii kuti belum terakreditasi, untuk 
mendapat Keterangan Gelar Akademik dan Sebutan Profesi wajib 
lulus uji kompetensi. 

Bagian Kedua 
Keteranga~i Pendidikan 

Pasal 15 

(1) PNSD yang memiliki pendidikan lebih tinggi dari pendidikar; yang 
digunakan sebagai dasar pengangkatan CPNS dan pencjidikan 
tersebut diperoleh sebelum diangkat sebagai CPNS wajib memiliki 
Keterangan Pendidikan. 

(2) Keterangan Pendidikan, paling tinggi dapat diberikan kepada PlVSD 
setingkat lebih tinggi dari pendidikan yanq tercantum dalam Surat 
keputusan Kenaikan Pangkat terakhir dan atau Yeputusan 
Pengangkatan Sebagai PNSD. 

(3) Keterangan Pendidikan ditetapkan oleh Walikota ?tau P12jabat 
Berwenang. 

(4) PNSD yang tidak memiliki Keterangan Pendidikan sebagalmana 
dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mencjgunakan Gelar Akadernik 
dan Sebutan Profesi pada semua urusan dinas dan tata na:kah surd 
resmi pemerintah serta tidt'k mer idapat layanan admin strasi 

' kepegawaian. 

Pasal 16 

(1) Keterangan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tlapat 
diberikan dengan ketentuan: 
a. Wajib melaporkan pendidikan yang diperoleh dan menga:iukan 

permohonan penerbitan Keterangan F'endidikan; 
b. Pendidikan yang diperoleh menunjang pelaksanaan tugas plokok 

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; 



c. Pendidikan yang diperoleli diselenggar-akan oleh Ie~nbaga 
pendidikan yang telah terakreditasi a t a ~ ~  mernpl-~riyai izin 
penyelengyaraan dari pejabat yang berwenang; 

d. Pendidikan yang diperoleh b~ukan men-~pakan kelas paralel atau 
penyelenggaraan pendidikan jarak jauh da:i Lem baga Pendidikan 
te r ten t~~  kecuali ditentukan lain berdasarkan perat~,~ran perundang- 
~~ndangan. 

(2) PNSD yang telah memiliki Keterangan Pendidikar~ dapat 
menggunakan Gelar Akademik dan Sebutan Profesi sesuai ketentuan 
peraturan perundang-l~ndangan. 

(3) Permohonan Keterangan Pendidikan yang tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disetujui. 

Pasal 17 

(1) Permohonan Keterangan Pendidikan diajukan olzh PNSD kepada 
Walikota rnela l~~i  Kepala SKPD. 

(2) Kepala SKPD mengusulkan permohonan Keterangan Perldidikan 
kepada Walikota melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah. 

Permohonan Keterangan Pe17didikan melanipirkan persyaratan \,,ang 
telah dilegalisir oleh pejabat berwenang kecuali persyaratan asli, 
sebagai berikut: 
a. surat permohonarl penerbitan Keterangan Pendidikan dari PNSD; 
b. copy STTB atau Ijazah yancj telah dilegalisir oleh pejabat yang 

berwenang; 
c. copy transkrip nilai akademik yang telah dilegalisir olzn pejabat 

yang berwenang; 
d. copy Surat Tar~da Lulus Uji kompetensi bagi yang dihajibkan 

mengikuti uji kompetensi; 
e. copy Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir dan atau Keputusan 

Pengangkatan sebagai PNSD; 
f. uraian Tugas .la batan/Tugas Pokok dari F'NSD yang bersarq kutan; 
g. surat Keterangan dari I.embaga Pendidikan yang men1:rangkan 

tentang status akreditasi atau izin penyelenggslraan pendidikan. 

(4) Bentuk tata naskah per-syaratan sebagsimana dimakciud p,3da ayat 
(3), tercantum dalam Lampirarl yang nielupakan bagian yang tidak 
terpisatlkan dalam Peraturan ini. 

Pasal 18 

(1) Selain har l~s rnemen~ihi ketentl~an sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1.6 permohonan keterangan pendidikan harus rr~einenuhi 
standar nilai akademik sebag~imana diniaksud dalam Pasal 14. 

(2)  Permohonan keterangan pendidikan yang tidak sesuai ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( I )  dan atau iembaga pendidikan 
yang diikuti belun-1 terahreditasi, unt i~k mendapat keteranyan 
pendidikan wajib lulus uji kcmpetensi. 



Pasal 19 

(1) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 18, 
terdiri dari Test tertulis dan Test Wawancara. 

(2) Standar Test tertulis dan Test Wawancara uji kompetensi berpedoman 
pada peraturan perundang-undangan. 

(3) Tim penguji kompetensi ditunjuk dan ditetapkan oleh \Walikot:a. 

BAB V 
UJIAN KENA'IKAN PANGKAT PENYESUAIAIU I3AZAH CAlU KENAIKAIU 

PANGKAT PENY ESUAIAN IJAZAH 

Bagian Kesatu 
Ujian Kenai kan Pangkat Penyesuaian Ijaza t i  

Pasal 20 

(1) PNSD yaqg telah memiliki pendidikan lebih tinggi dan 
pangkat/golongan ruang masih dibawah pangkat/golong;ln ruang 
awal dari pendidikan tersebut, dapat niengikuti Ujian Kenaikan 
Pang kat Penyesuaian Ijazah. 

Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazat-I sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( I )  dapat diikuti dengan ketentuan memenuhi syarat 
umuni: 
a. memiliki Keterangan Pendidikan stau Keteranga~i Gelar Akaden-ik 

dan Sebutan Profesi; 
b. merr~iliki STTB / Ijazah; 
c. setiap unsur penilaian DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik 

dalam I (satu) tahun terakhir. 

Pasal 21  

Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalarrl Pasal 20, 
Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah harus memenuhi 
persyaratan khusus: 
( I )  Memenuhi Syarat Kepangkatan dan masa kerja sebagai berikut: 

a. ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah setingkat !;VIP atau 
sederajat paling rendati berpangkat Juru Muda, Golong;in Ruang 
I/a dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahl-rn dalam pangkat 
tersebut; 

b. ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah setingkat SMA, 
Diploma I atau sederajat paling rendah berpangkat J~lru, 
Golongan Ruang I/c dan sekurang-kurangnya telah 2 ( d m )  tahur. 
dalani pangkat tersebut; 

c. ujian Kenaikar~ Pangkat Penyesuaian Ijazah setingkai. SGPLB, 
Diploma I1  atau sederajat paling rendah berpangkat Penyatur 
Muda, Golongan Ruang I I /a ; 

d. ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah setingkat Sarjana 
Muda, Diploma I11 atau sederajat paling rendah berpangkat 
Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/b; 



e. ujian ltenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah setingkat Sarjana, 
Cliploma IV  atau sederajat paling rendah berpangkat I1engatur, 
C;olongan Ruang I I /c dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun 
dalam pangkat terscbut; 

f. cljian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah setingkat: Dokte:, 
Apoteker, Magister, Spesialis I atau sederajat paling rendah 
berpangkat Penata Muda, Golongan Ruang I I I /a  dan c;ekurarig- 
kurangnya telah 2 (dila) tahun dalam pangkat tersebut; 

g. ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah setingkat Doktor (S3), 
Spesialis I 1  atau sederajat paling rendah berpangkat Penata Muda 
Tingkat I, Golongan Ruang I I I /b  dan sekur3ng-kurangnya telah 2 
(dua) tahun dalam pangkat tersebut. 

(2) Diangkat dalam jabatan atau diberi tugas yang memerlukan 
pengetah~ian atau keahlian yang sesuai dengan Ijazah yang 
diperoleh, dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. pendidikan yang dimiliki termasuk pendidi kan se!bag13i syarat 

jabatan dan syarat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; atau 
b. memenuhi standar kesesuaian Tugas atau Jabatan de~igan 

Pengetahuan atau Keahlian, yang diukur dari tingkat kesesuaian 
uraian tugas yang didasarkan pada ketentuan yarlg bzrlaku 
tentang uraian tugas pokok dan fungsi tjengan Pengetahuan atau 
Keahlian yang didasarkan pada Transltrip Nilai Akadernik yang 
memuat tentang bidany studi/niata kuliahlmata pelajaran. 

Pasal 22 

(1) Setiap Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Sj3zah 
melarr~pirkan persyaratan yang telah dilegalisir oleh pejabat 
berwenang kecuali persyaratan asli, sebagai berikut: 
a. copy Keterangan Pendidikan atau Keterangan Gelar Akademik dar 

Sebutan Profesi; 
b. copy S lTB / Ijazah; 
c. copy Transkrip Nilai Akademik; 
d. copy SK Kenaikan Pangkat Terakhir; 
e. copy DP-3 Terakhir; 
f. surat Keterangan Uraian Tugas atau Jabatan. 

(2) Ketentuan Pela ksanaan Ujian Kenai kan Pang kat Penyesuaiijn Ijazah 
berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. 

Bagian Keclua 
Kenai kan Pang kat Penyesuaian Ijaza h 

Pasal 23 

PlUSD yang telah lulus Ujian Kenaika~i Pangkat Penyesuaian 1ja;:ah dapaL 
cli beri kan Kenaikan Pang kat penyesuaian Ijazah apabila: 
a. pendidikan yang dirr~ili ki sesuai dengan kebutu han forrnasi clan tugas 

pokok PlUSD pada SI<PD yang bersargkutan; 
b. memenuhi persyaratan administrasi Ikenaikan pangkat sesu;~i dengan 

~e ten tuan  peraturan perundang--und~ngan. 



BAB VI 
KETElVTUAlV PEIIALIHAN 

Pasal 24 

P n g ~ r l  ditetapkanrlya F'eraturan ini maka: 
(1) PNSD yarlg telah merr~peroleh Izin Belajar, Keterangan Pcnggunaan 

Gelar Akaden-~i k dan Sebutan Profesi sebelum diberla ku kannyd 
Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku. 

(2) PNSD yang sedang mengikuti pendidikan lebih tinggi tlsn tidak 
~nemiliki izin belajar dapat diberikan izin belajar sepanjang merneni!hi 
~etentuan yang dipersyaratkan kecuali persyaratan keparrgkatan. 

(3) PNSD yang memiliki pendidikan lebih tinggi yang diperolet-I sesudah 
diangkat CPNS dan tidak memiliki izin belajar atau keterangan Belajar 
dapat di beri kan Keterangan Pendidi kan sepanjang rnemenu hi 
ketentuan yang dipersyaratkali. 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku 
dalam waktu 6 (enam) bulan. 

BAB V I  
KETENTUAN PENUTWP 

Pasal 25 

Perahran Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengeta huinya, memerinta h kzn perby undangan 
Peraturan Walikota ini dengan ~enempatannya dalam Berita Daerah. 

Ditetapkan di Sl~rakarta 
pada tanggal yrwk AOQ 

Diundangkan di Surakarta 

/ 
BERITA BAERAH KOTA SURAKARTA TAHlJN 2010 NOIMOR 2 



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA 
NOMOR : 2 T'AHL~N zao 
TANGGAL : 91 =nuan 20\0, 

DAFTAR CONTOH FORMULIRPATA NASKAH 

1. S   rat Permohonan Penerbitan: 
a. Surat Permohonan Penerbitan Keterangan Belajar/Jzin Bdajar dari 

PNS yang bersang kutan. 
b. S ~ ~ r a t  Permohonsn Penerbitan Keterangan Gelar Akzldemik dan 

Sebutan ProfesilKeterangan Pendidikar! dari [INS yang 
bersangkutan. 

c. Surat Pengantar Permohonan Keterangar, Belajar/Izin Belajar dari 
Kepala SKPD. 

d. Surat Pengantar Permohonan Keterangan Gelar Akademik dan 
Sebutan ProfesilKeterangan Pendidikan dari Kepala SKPD. 

2. Surat Keterangan Status sebagai Siswa atau Mahar;iswa/Surat 
Keterangan Status l j in Penyelenggaraan dan/atau Akreditasi 
Sekola h/Perguruan Tinggi. 

3. Jadual Pelajaran/Kegiatan Pembelajaran. 
4. Surat Keterangan Uraian tugas jabatan/t~~gas pokok. 
5. Surat Keterangan Belajar/Surat Izin Belajar. 
6. Surat Keterangan Gelar Akadeniik dan Sebl~tan Profesi. 
7 Surat Keterangan Pendidikan. 

+ WALIKqTA SURAKAKTA 



Csntoh 1.a. Surat Pernlohortan Keterangan Be/ajar/I.~in Bela j~r  dari PNS 
yang bersangkutan 

Kepada : 
Perihal : Permohonan Izin Belajar/ Yth. Walikota Surakarta 

................................ Keterangan Belajar IYelal~li (1) 
di - 

SURAKARmrA ---- 

Dengan hormat, 

Yang bertanda tangan di Sawah ini : 
Nama ........................................................... : . ( 2 )  
N I P : ........................................................... (3) 
Pangkat / Gol. Ruang : ........................................................... ,(4) 
Jabatan : ........................................................... .(5) 
Unit Kerja : ........................................................... . (6 )  

dengan ini mengajukan permohonan Izic Belajar / Keterangan Belajar 
untuk melanjutkan pendidil<an/belajar di Jenjang ................... (7) 

........... Program/Jurusan ................ (8) Fakultas ( 9 )  
Universitas/Sekolah ............... (10) dan menyatakan: 

I. Sanggr~p mentaati ketent~lan jam kerja; 

2. Tidak akan meninggalkan tugas - tugas kedin~san :;ehari - hari dan 
akan tetap me~gutamakan kepentirlgan dinas; 

3. Segala biaya untuk keperluan pendidikan / belajar nie~ijadi beban 
sendiri. 

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan 
kebijaksanaannya kami haturkan terimzl kasih. 

Hormat Kami 

Pemohon, 

Na~na -- 

NIP 



Contoh 1.b. Surat Permohonan Keterangan Gelar Akaden-tik dan Sebutan 
Pro fesi/Ke tera ngan Pendidikan dari PNS yang bi ~rsangkutan 

Surakarta, 

Kepada : 
Perihal : Permohonan Keterangan Gelar Yth. Walikota Surakart~ 

Akademik dan Sebutan Profesi Melalui ................................. (1) 
/ Keterangan Pendidikan di - 

SURAKARTA - 

Dengan hormat, 

Yang bertanda tanyan di bawah ini : 
Nama .............................................................. ( 2 )  
N I P  : .......................................................... ..(3) 
Pangkat / Gol. Ruarg : ............................................................. (4) 

.......................................................... Jabatan : ...( 5) 
Unit Kerja ............................................................. (6) 
dengan ini mengajukan permohonan Keterangan Gelar Akademik dan 
Sebutan Profesi / Keterangan Pendidikan atas perldidikan jenjang 
................... (7) Program /Jurusan ................ (8) Fakultas ........... (9) 
Llniversitas ............... (10) dan menyata kan : 

1. Tidak menuntut penyesuaian ijazah, apabila formasi dan relevansi 
ijazah tidak berkaitan dengan tugas pokok fungsi; 

2. Bersedia menel-ima sanksi apabila ternyata dikemutlian hari terbukti 
bahwa dalam proses belajar mengajar yang kami tempuh maupun 
gelar akademiklsebutan profesi yarig kami peroleh tnelalui cara-cara 
yang tidak sesuai dengan kaidahlnorma akademik. 

Demikian permohonan kami, atas perhatian d a ~ i  
kebijaksanaannya kami haturkan terima kasih. 

klormat Kami 

Pemohon, 

Nama 

NIP 



KOP DINAS 

Surakarta, 

Kepada : 
Peri ha1 : Permohonan Izin Belajar/ Yth. Walikota Surakdrta 

Keterangan Belajar Melalui Kepala HKD Kota Suraltarta 
di - 

SLI RA KAR1-A 

Berdasarkan surat permohonan Izin Belajar/ Keterarigar~ Belajar : 
Nama : .......................................................... (I) 
N I P .......................................... .................... (2) 
12angkat / Got. Ruang : ............................................................. (3) 
Jabatan .............................................................. (4) 

derlyan ini kami mohon dapat diterbitkan s ~ ~ r a t  ijin belajar / keterangan 
belajar untuk melar~jutkan pendidikan / belajar di jenjang ............. ( 5 )  
Program/Jurusan .......................... (6) Fakultas .................... (7) 

......................... Universitas (8) 

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan 
sebagai beriltut : 
1 Surat keterangan dari Lembaga Pendidikan sebagai mahasiswa/ 

siswa, status akredi'iasi dan ijin penyelenggaraan; 
2. Jadual pelajaran / kegiatan pernbelajaran pendidikan; 
3. Copi SK Pengangkatan sebagai CPNS (bagiperrnohonan Keterangan 

Belajar); 
4. U ra i a I Tug as Fo ko k (bagi perrnohonan Izin Belajar-; 
5 .  Copy Keputusan Pengangkatan Sebagai PNSD atau Keputusa~i 

Kenaikan Pa~igkat terakt-~ir atau Keterangan Gelar Akademilt dan 
Sebutan Profesi yang telah d~legalisir oleh Kepala SKPD (bag; 
perrnohonan Izin Belajar). 

Demikian, atas perhatian dan kebijaksanaannya kami ucapkan 
terima kasih. 

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daaah 

Ttd stempel 

NAMA 
Pangkat 

NIP 



Contoh 1,d. Surat Pengantar Permohonart Keterangan Gclar A!cademik dan 
Sebutan Profesi/Keterangan Pendidikan dari Kepi~la SKPD 

t<OP DIMAS 

Surakarta, 

Kepada : 
Peri ha1 : Permohonarl Keterangan Gelar Yth. Wali kota Sura karta 

Akadeniik dan Sebutan Melalui Kep3la BKD Kota Surakarta 
Profesi/Keterangan Pendidi kan di - -  

SURAKARJA 

Berdasarkan permohonan Keterangan Gelar Akademik dan Sebutan 
ProfesilKeterangan Pendidi kan, ba hwa PIVS : 
IVama ............................................................. (1) 
1V I P ............................................................. (2) 
Pangkat / Gol. Rua~ig : ............................................................ (3) 
Jabatan ............................................................ (4) 

telah menyelesaikan pendidikan dan dinyatakan lulus jsnjang ........( 5) 
Pr-oc~~-am/Ji.~ru~an ............ ...( 6) Fak~lltas ............ ..(7) pada llnil~cr-si tas 
................................. (8) dengan gelar ......................... (.......... 
Sehubungan dengan ha1 tersebut, rnaka kami mohon dapat diterbitkan 
surat Keterangan Gelar Akademik dan Sebutan Profesi/Keterangan 
Pendidikan atas PNS yang bersangkutan. 

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan 
persyaratan sebagai berikut : 
1 Copy STrB atau Ijazah; 
2. Copy transkrip nilai akademik; 
3. Copy Surat Izin Belajar atau Surat Keterangar~ Belajar (bagi 

perrnohonan Keterangan Gelar Akademik dan Sebuta~ Profesi); 
4. Copy Surat Tanda Lulus Uji Kompetensi (bagi yang diwajibkan 

mengikuti uji kompetens1;l; 
5.  Copy Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir dan atau Keputusan 

Pengangkatan sebagai PNSD; 
6. U raia n Tug as Po ko k (bagi permohanan Keterangan Pendidkan); 
7 .  Surat Keterangan dari Lembaga Pendidikan tentang status 

akreditasi dan ijin peneyeleriggaraan (bagipermohonan Keterangan 
Pendidikan). 

Derrlikian atas perhatian dan kebijakzanaal-lnya karlii ucapkan 
terima kasih. 

Kepala Satuan tcerja Perang kat Daera h 

Ttd stempel 

N AM A -- 

Pangkat 
NIP 



t Con toh 2. Sura t Keterangan Status Sis wa/Mahasis wa tiart K eterangan 
Ijin Pen yelenggaraan/Sta tus A kreditasi 

MOP LEMBAGA PENDIDIMAN 

_ _____-_-----__ 

SlJRAT KETERANGAN 
NOMOR : ................................. .... 

Yang bertanda tangan di Gawah ini menerangkan bahwa : 

Adalah benar-benar siswa/mahasiswa jenjang ...................................... (3) 
pada Program/J~~rusan .......................... (4) Fa kultas .......................... (5) 
Universitas ..................... (6) ,  tercatat dan a ktif mengi kuti perkulia han sejak 
................... (7) dan sampai saat ini masit-I sebagai siswa/rnahasiswa pada 
semester ............................... (8) tahun akademik ............................. (9) 

2. 3ahwa Program pendidikan sebagaimana dimaksud telch mer r~~ l~k i  ijin 
penyelenggaraan dari ........................................................ !( 10) diddsarkan 
Kepcrtusan Nomor : ................................ (11) tanggal ....................... (12) 
dan tela h terakreditasi ............... (13) didasarkan Ke,xltusan Badan 
Akreditasi Nasional Nomor : ................... (14) tanggal ......................... (15) 

Demikian SUI-at Keterangan ini dibuat u ~ t u k  dapal: diperyunakan 
sebagaimana mestinya. 

Pejabat yang berwenang 
(KEPALA/DIREKTUR/KETUA/DEKAN/PD BIDAbIG AKADEMIK) 

Ttd stempel 

NAMA 



KOP LEMBAGA P E N D I D I K A N  

JADUAL K U L I A H  SEMESTER ....... PROGRAM IFAKULTAS ........... 
.................... T A H U N  AKADEMIK -- 

-. -- . .. ............-..... .... . ..................... - -- - - - ... .... . /__ - - r---- I-- 1 I NO. HARIPANGGAL 1 JAM MATA KULIAH 1 DOSEN , 
I 

Pejabat yang berwenang 
(KEPALA/DIREKTUR/KETUA/DEKAN/PD BIDAN(; AKADEMIIO 

Ttd sterr~pel 

NAMA -- 



Contolt 4. Surat Keterangan Urafan Tugas Jabatan / Tugas Pc kok 

KOQ DINAS 

SURAT KETERANGAN URAIAN TUGAS - 
NOMOR : .............................. 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

I V a m a  
N I P 
Pangkat / Gol Ruang 
Jabatan 
Unit Kerja 

Me~ierangkan bahwa : 

N a m a 
N I P  
Panglcat ,I Gol. Ruang 
Jabatan 
Ur,it Kerja 

Melaksanakan dan diberikan tugas - tugas sebclgai beri kut : 

Demikian Sl~rat Keterangan ini d i b ~ ~ a t  untuk dapat dipergunak~~n sebagaimana 
mestinya. 

Sura karta, 

Kepala Satuan Kerja Perang kat Daera h 

Ttd stempel 

NAMA 



Contoh 5. Surat Keterangan Belajar / Irin Belajar 

KOP DINAS 

SURAT KETERANGAN BELAJAR / I Z I N  BEL.AJAAI 
NOMOR : ................................ ... 

Berdssarkan Surat ...................................................... ( 1  clengan surat nonior : 
.............................. (2) tatigg~7I ............................. (3) ~ r l i l ~ ~ ~ - i l ~ ~ ~ i  i i in 
belajarlketerangan belajal- ltepada : 

1. N a m a  ........................ m....... (4) 
2. N I P  ................................... (5) 
3. Pangkat / Golongan ................................... (6) 
4. Pendidikan Terakhir ................................... (7) 
5. Ja batan ................................... (8) 
6. Unit Organisasi ................................... ( 9 )  

Untuk belajar pada 
a. Jenjang : .................................. ( 10) 
b. Falcultas ....................................... (11) 
c. Program / Jurusan ....................................... (12,) 
d. Univel-sitas/Sekolall : ...................................... (13) 
e. Alcreditasi ....................................... (14) 

dengan ketentuan : 
1. Izin belajarlketerangan belajar ini diberika~i diluar jam kerja; 
2. Tidak mengganggu tuyas - tugas dinas; 
3. Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh yang bersang~utali; 
4. Tidak ak:an menuntut penyesuaian ijazah, apabila formasi dan relevznsi ijazah 

tidak berkaitart denqan tugas pokok yarrg bersarrgkutan; 
5. Izin belajarlketerangan belajar ini dinyata kan tidak berla ku apa bila : 

a. Dalam proses belajar mengajar yalig diternpuh cleh yang bersa~lgkutan 
ternyata melanggar ketentuan standar dan norma alcademik berdasarkari 
peraturan perundang - undarrgan yang berlaku; 

b. Dikemudian hari terbukti perolehan ijazah / tanda kell-~lusannya rrelangyar 
kdtentuan peraturan perilndang - undangan yang berlaku; 

6. Pelanggara~i dalam cara rnemperoleh dan kepemilikan ijazah siecara tidak sah 
akan dikenai sar~ksi meiurut peraturan perundang - undangan yang berlaku. 

Demikian untuk menjadikan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Sura karta, 

a.n. WALIKOTA SURAKAFCTA 
3eja bat yang diberi kan delegasi wewcnang/kuasa 

Ttd stempel 

NAMA -- 

Pznakat 



Contoh 6. Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik dan Sebutan 
Pro fesi 

KOP DINAS 

SURAT KETERANGAN F'ENGGUNAAN GELAR AKADElvlIK 
DAN SEBUTAN PROFESI 

............................. NOMOR : 

Berdasarkan Surat Iz in  Belajar / Keterangan Belajar Nomor : ....................... (1) 
tanggal .................. (2) dan ljazah Pendidikan/Profesi Nomor .......................... (3) 
tanggal ..................................... (4) bahwa Pegawai Negeri Sipil :: 

1. Nama ..................................... (5) 
2. NIP ..................................... (6) 
3. Pangkat / Golongan : .................................... (7) 

..................................... 4. Jabatan (8) 
5. Unit Kerja ..................................... (9) 

Telah menyelesaikan pendidikan pada : 
a. Jenjang : ...................................... (10) 
b. Fakultas ....................................... (11) 
c. Program / Jurusan ....................................... (12) 
d. Universitas/Sekolah ....................................... (13) 

............................. e. Gelar pendidikan / Profesi : (.... .)(14) 

Sehubungan dengan itu PNS yang bersangkutan dinyatakan d a ~ a t  menggunakan 
gelar akademik dan sebutan profesi pada semua urusan dinas dan t21ta naskah surat 
resmi pemerintah serta untuk administrasi kepegawaian, dengan kete~ituan : 

1. Surat Keterangan ini dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata dikemudian hari 
terbukti bahwa dalam proses belajar mengajar yang ditem1)uh oleh yang 
'~ersangkutan maupun gelar ltesarjanaan diperoleh melalui cara - cara yang tidal< 
sesuai dengan kaidah / norma akadcmil.:; 

2. Pelanggaran dal'am ha1 penggunaan gelar dan atau penggunaan ij3zat-I ?tau Surat 
Tavda Lulus vany tidak sah akan dikenai sanksi tindakan administratif atau 
tindalran cllsipl~n Pegawai IVegeri Sipil menurut peraturan perundang - undangan 
yarig berlaku. 

Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersaligkutan untuk 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Surakarta, 

a.n. WRLIKOTA SLIRAKAFLTA 
Pejabat yang diberikan delegasi wewt.nang/kuasa 

Ttd stempel 

NAMA 
Pang kat 

NIP 
Terr~busan : 
1. Menteri Dalani Negeri di Jakarta; 
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta: 



Contoh 7, Keterangan Pendidikan 

KOP DINAS 
- - 

SURAT KE'TERANGAN PENDIDIKAN 
NOMOR : ............................. 

Berdasarkan Surat ........................................... ( 1  dengan surat nomor : 
.............................. ( 2 )  tanggal ...................... ,.,(3) dan Ijaza h Pendidi kan/Profesi 
Nomor .......................... (4) tanggal ................................... (5) disampaikan 
bahwa Pegawai Negeri Sipil : 

1. Nama ..................................... (6) 
2. NIP . ..................................... (7) 
3. Pendidikan CPIVS/TMT CPNS : .................................... (8) 
4. Pangkat / Golongan : ................................... .(9) 
5. Jabatan : ................... .. ............ (10) 
6. Unit Kerja : ..................... ..... ...... .(ll) 
TelaCl memiliki pendidikan yang diperoleh sebelum diangkat CPNS, yaitu : 

a. Jenjang : ...................................... C1.2) 
b. Fakultas ....................................... (13) 
c. Program/Jurusan . ........................................ (14) 
d. Universitas/Sekolah : ...................................... (15) 
e. Gelar pendidikan / Profesi : ............................. (...... )(16) 

Sehubungan dengan itu PNS yarlg bersa~igkutan dinyatakan dapat ~nenggunakan 
gelar akademik dan sebutan profesi pada semua urusan dinas dan tata naskah surat 
resnii pemerintah serta untuk administrasi kepegawaian, dengan ketentuan : 

1. Surat Keterangan ini dinyatakan tidak berlaku apabila ter~iyata dikem~dian hari 
terbukti bahwa d?lam proses belajar mengajar yang ditempuh oleh yang 
bersangkutan maupun gelar kesarjanaan diperoleh melalui cara - cara yang tidak 
sesuai dengan kaidah / norma akademik; 

2. Pelanggaran dalam ha1 penggunaan gelar dan atau penggunaa-I ijazah atau Surat 
Tanda L ~ ~ l u s  yang tidak sah akan dikenai sanksi tindakan admillistratif atau 
tindakan disiplin Pegawai Negeri Sipil menurut peraturar~ perundang - undangan 
yang berlaku. 

Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bcr-sangkutan untuk 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Surakarta, 

a.n. WALIKOTA SURAIKARTA 
Pejabat yang diberikan delegasi \rtewenang,lkuasa 

Ttd stempel 

NAMA -- 
Panglcat 

NIP 
Tembusan : 
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta; 



I. a. Petunjuk Penlgisian Sura t Permohonan Keterangan Be/ajar/Iz, h Aelajar dari 
PNS ya17g bersangkutan 

0, Ke@a SKPD . -- -.-A -- - --- -- . . . - -- -. - --- -- ---- -. 

! ' ! . . D . . ?  I - 

1 3 ) L  _ IJIEENs_DD 
' 4 L  Pang kat/Golongan -- RuanaTerakhEPNSD ~ -_ 
5). Jabaxan Terakhir PNSD -- ~ 

Unit KerjalSatua Kerja Perangkat DaerahIInstansi - - - -- - 
JenjanglTingkat Pendidikan (SD/SLTP/SLTA/D-I/D-II/D-II:I/' D- kgZ- 11J/Sl/S2/S3) -- - 

~ ~ 

Program/Jurusan Pendidi kan 1 .  .~ ..... ~ . . ~ . ~ . .  . . . . 

9) -- Fakultas Pendidikan . ~- 

1!()).- Sekola~Universitas/Akademi~ -- -. .. - - -- - -- -- - - - . - - . .. - - . - - - - 

1. b, Petunjuk Pengisian Surat Permohonan Ketera-vgan Gelar Akirdemik dan 
Sebutan Profesi/Keterangan Pendidikan dari PNS yang bersmgkutan 

- -- I 
Unit KerjaJSatua Kerja Perangkat ~aerahf instans i  I 
JenjangITingkat Pendidikan (SD/SLTP/SLTA/D-I/D-II/D-III/ D- 

1.c. P etunjuk Pengisian Surat Pengantar Permo,honan Keterangan Belajar/Izin 
Belajar dari Kepala SKPD 

(8). 
(9). 
(10). 

I d  Petunjuk Pengisian Surat Pengantar Permohonan Keterangran Gelar 
Akademik dan Sebutan Profesi/Keterangan Pendidikarn dar i Kepala SKPD 

IV/Sl /S2/S3) I , 
Program/Jurusan Pendidikan ----- I 

Fakultas Pendidikan -- -- 
Sekolah/Universitas/Akademi --I 

l (1). I Nama PNSD - - -- I 
- 

3 - 
4). 

j5). 
--A 

(6), 
171, 
!. I> : - 

N I P  PNSD -- 
Pa_llgkat/Golongan -- Ruang - Terakhir PNSD .- .. - . -- .- -. . 

Jabatan Terakhir -- PNSD 
PA---u ~~ 

JenjanglTingkat Pendidikan (SD/SLTP/SLTA/D-I/D-111~--III/ D- 
IV/Sl /S2/S3) ---- - -- - -- . - . 
- Progra~njJurusan Pendidikan - ~ ~- 

Fakultas Pendidikan .~-.L-.-.___--_...-.- ~ . .  - _ _ - . . _ , _ . 

I 
I 

.-S_ckola!!!fi!v_rsif as!A!~demiii i i i  . - - . _ - - . - p  ~ . ~ ~ -  

9 ,  Sebutan Gelar ~~ Akaden~ik/Profesi ~ ~ - ~ - - - ( Singkatan Gelar) - - - - - -. ~- ~ --. ~ ~ 

1 
~ - ~ ~ 

-- 



Petunjuk Pengisian Si~rat Keterangan Status Siswa/Mahasiswa dan 
Keterangan Ijin Penyefenggaraan/Status Akreditasi 

1 1 I Nama PNSD 

I Nornor Induk  Siswa/Mahas~swa !!u,__ - . -. . .  . - . . ..-. ~~~ ~~ . 

1 ( 3 ) .  Jenjang/Tingkat Pendidikan (SD/SLTP/SLTA/D-I/D-1110-1111 D- 

Nomor Ke utusan Status Akreditasi 
-. -. - - -. - - . . . . 

Tan al  Ke utusan Status Akreditasi I 
3, Petunjuk Pengisian / d u a l  Pefajaran/Kegiatan Pembehjaran 

Nomor Urut -- -- A - - - - - -- -- - 

3- Hari/Tanqgal Pelaksanaan Pembelajaran/Kuliah -- -- - -- - - 
Jam Mu!ai Kegiatan Pembela*ran/Kl~liah -- --- - - - - - - 

Nama Mata Kuliah I 
1 (5). 1 Nama -- Dosen P e n 9 m p u  - .- ..~ , 1 

4, Petunjuk Pengisian Surat Keterangan Uraian Tugas Jabatan / Tugas Pokok 

5. Petunjuk Pengisian Surat Keterangan &?/ajar / Izin flel'ajar 

- - -- -- .- . - - - .- -- 

(1). Nama Kepala SMPD ~ 

Nomor Surat Usul dari Kepala ---.-------a SKPD ~ -- ~ ~ - 

~ -~ 

~ - - . .- . .- . . 

.- .- --- .- - -- 

-- - - - -- --I -. .- 

~ I 

121. - NIP Kepala SKPD 
~ ~ .. 

1 
(3). 
PJ,- - 
1 5 ) .  

. - .-. . . . - 

Pang_kat/Golongan -~ - - Ruang Kepala -- SKPD . -.-- ~~~ .- 

Jabatan Kepala SKPD .. ~ 

Unit -- Keca -- K e p l a  SKPD 
I 

~~- - 

-- ~ - 

~ - - - 

-- 
- I  

~ 1 
~ ~ . .. -. ~- .~~ 



Petunjuk Pengisian Surat h'eterangan Penggunaan Gelar Akirdemik dan 
Sebutan Profesi 

Surat  . . I z i n  BelajarIKeterangan . -. - Belajar PNSD 1 

Tanggal Surat I z i n  Belajar/Keterangan . Belajar PNSD .- - 

- .- . 

-I  
Nama PNSD -- 

- -- - .- -. . -- . 

-- 

--- 

D-I/D-II /D-I:CI/  D- 

-~ 

7, Petun juk Pengisian Ke terangan Pendidikan 

I ( I ) ,  Surat Usul da r i  Kepala SKPD -- - - - I 
Nomor  Surat  Usul dar i  Kepala SKPD I 

- - - -- -. - - . 

1 + (7). 1 N I P  PNSD 

(8). 
(9) 

Pendidikan dasar CPNSD dan TMT Pengangkatan CPNSD - -- - -- -- 

P a n g k a t  L!??o nganRuangTerakh i rPNSD --_--____ - -  - - 

- _Jabatan -- Terakhir  - - -. - PNSD - - - --- -- - - - - . - . - -  - 

i 
nit Kerja/SKPD/Instansi PNSD 

(12). Jen jangIT ingkat  Pendidikan (SD/SL'rP/SLTA/D-I/D-II/D-I#I/ O- 
IV/SI /S2/S3) 

(13). E k u l t a s  Pendidikan - - - 

(14). Program/Jurusan Pendidikan -- - 

15). 
116). 

Sekolah/Universitas/Akadt?mi 
Sebutan ~ e l a r  ~ k a d e m i k / ~ r o f e s i  -- -- - ( Singkatan - Gelar) -- - 

- 


